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ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (2) dan Pasal 43 Peraturan Daerah 

Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah, Gubernur 

dapat menghapuskan sanksi administratif dan karena jabatannya dapat 

memberikan keringanan pajak setinggi-tingginya 50% (lima puluh persen) dan 

dari dasar pengenaan pajak atau pokok pajak berdasarkan pertimbangan atau 

keadaan tertentu antara lain kondisi perekonomian sedang resesi, hal ini 

ditujukan untuk membantu pelaku usaha, mencegah pemutusan hubungan 

kerja dan penutupan usaha, serta mempertahankan ketersediaan lapangan 

kerja bagi masyarakat daram kondisi perekonomian sedang resesi akibat 

pandemi COVID-19, perlu kebijakan pemberian keringanan pokok pajak 

dan/atau penghapusan sanksi administratif tahun pajak 2020. 

  - Dasar Hukum Peraturan ini adalah: UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 28 Tahun 

2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan UU No. 9 Tahun 2015; Perda No. 6 Tahun 2010;  

  - Peraturan Gubernur ini mengatur tentang pemberian keringanan pokok pajak 

dan/atau penghapusan sanksi administratif tahun pajak 2020 yang di 

dalamnya meliputi : Pajak Daerah, Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Hotel, 

Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Bumi dan 

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Wajib Pajak yang telah diberikan 

keringanan pokok PBB-P2 dan/atau penghapusan sanksi administratif, harus 

mendaftarkan identitas objek pajaknya ke dalam sistem Surat Pemberitahuan 

Pajak Terutang PBB-P2 elektronik. Selanjutnya, Wajib Pajak yang telah 

memenuhi kewajiban pembayaran pokok Pajak untuk jenis Pajak PBB-P2, PKB, 

Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Parkir, Pajak Hiburan dan/atau Pajak 

Reklame sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini, tidak diberikan restitusi 

dan/atau kompensasi, dalam hal terdapat kelebihan pembayaran Pajak. 

CATATAN : - Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 14 Desember 

2020 

 

 


